BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim Menolak permohonan dispensasi kawin perkara nomor
238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
dengan tiga alasan yaitu pemohon dianggap lalai karena membiarkan
anaknya berhubungan dengan lawan jenis hingga memiliki status yang
jelas dilarang oleh agama yakni berpacaran, tidak ada illat hukumnya
karena alasan yang digunakan oleh pemohon berdasarkan dengan
kekhawatirannya sendiri yang mana kekhawatiran tersebut terbukti tidak
terjadi pada anak pemohon, dan majlis hakim melihat dalam kasus tersebut
lebih banyak mufsadat dari pada maslahatnya.

2. Dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam dimana pemohon
imgin menikahkan anaknya setelah bertunangan namun dalam Undang-
Undang Perkawinan tidak sesuai di mana dispensasi kawin hanya
mengecualikan batas usia dan mengedepankan kemaslahatan para pihak
namun tidak menyebutkan secara khusus diterima atau ditolaknya
permohonan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tersebut, maka penulis menyampaikan

beberapa saran:

1. Pemohon seharusnya lebih memperhatikan anaknya dengan memberikan
pendidikan, meningkatkan minat dan bakatnya sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki bukan menikahkannya di usia yang terhitung
masih sangat muda.

2. Sebagai majelis hakim lebih memperhatikan serta meninjau kembali
mengenai putusannya sesuai dengan ketentuan dispensasi kawin yang

terdapat pada Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadi
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kemudhorotan dan lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pihak,

keluarga dan masyarakat.
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